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NOMOR ,, TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2023_2026

BIS MILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Aceh utara Tahun zafi-2o22 yang ditetapkan dengan eanun
Kabupaten Aceh utara Nomor 5 Tahun 201g sebagaimana
telah diubah dengan eanun Kabupaten Aceh utara Nomor 2
Tahun 2o2l akan berakhir pada tahun za22 sejalan dengan
berakhirnya masa Jabatan Bupati Aceh Utara;

b. bahwa untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan
pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor To
Tahun 2o2l tentang Penyusunan Dokumen perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 perlu menetapkan
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh utara Tahun
2023-2A26;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati Aceh utara tentang Rencana pembangunan Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;

1. undang-Undang Darurat Nomor T Tahun 1gs6 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19s6 Nomor sB, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor a286);

3. undang-undang Nomor 2s rahun 2oa4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tanr:batran kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2O2O ter.tang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);
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1l.Undang-undang Nomor 11 Tahun zo2o tentang cipta Keq'a
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6s73);

12' undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomo r 6T srl;

13. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 200g tentang Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan l,embaran Negara Republik
Inonesia Nomor a8fil;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2arc tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 11,4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5gg7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor T2 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 1g rahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zotg Nomor !gr, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6aO2\;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zotg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o|g Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63221;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2otg tentang l,aporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2l rahun 2a2r tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o2t Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2o2a tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasionar rahun 2o2o-2o24
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2a Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2afi tentang
Tata cara Perencanaan, pengendarian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata cara perubahan Rencana
Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Al7 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 rahun za]'9
tentang sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 111a);
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2olg
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubrik
Indonesia Tahun 21lg Nomor laa7);

22. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 1g Tahun 2o2o
tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor
13 Tahun 2olg tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2a Tahun 2o2o
tentang Percepatan penanganan corona vints Disease 2o1g di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun ZO2O Nomor 2a\;

24.Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor TZ Tahun 2a2o
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2oza Nomor rrg1,l;

25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 20oB tentang Tata cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Penggunaan Dana otonomi Khusus sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan eanun Aceh Nomor
1 Tahun 2018 tentang perubahan Ketiga Atas eanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata cara pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak d.an Gas Bumi dan
Penggunaan Dana otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun
2018 Nomor 7);

26. Qanun Aceh Nomor g Tahun 2oL2 tentang Rencana
Pembangunan Jangka parliang Aceh Tahun 2olz-2oz}
(Lembaran Aceh Tahun 2ol2 Nomor 9, Tambahan l,embaran
Aceh Nomor 9);

27. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang dan wilayah Aceh Tahun zol2-2o32 (kmbaran Aceh
Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh nomor 62);

28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun zotg tentang
Petunjuk Teknis pengeroraan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana otonomi Khusus (Berita
Daerah Aceh Tahun 2AD Nomor 23);

29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2o2a-2a26 (Berita Daerah
Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

30. Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2al2-zaa2
(I-embaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor T
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh utara Nomor 199);
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3L.Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor g rahun zol4 tentang
Rencana Pembangunan Jangka panjang Kabupaten Aceh
utara Tahun 2oos-2o25 (Lembaran Kabupaten Aceh utara
Tahun 2014 Nomor 9);

32. Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor 6 Tahun zoL6 tentang
Pembentukan dan susunan perangkat Kabupaten Aceh utara
(Lembaran Kabupaten Aceh utara Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh utara Nomor 2lg\
sebagaimana telah diubah dengan eanun Kabupaten Aceh
utara Nomor l- Tahun 2o2t tentang perubahan Atas eanun
Kabupaten Aceh utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara
{Lembaran Kabupaten Aceh utara Tahun 2o2L Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN
2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh utara Tahun
2023-2026 yang selanjutnya disingkat RpD Kabupaten Aceh
utara Tahun 2023-2020 adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Aceh utara untuk periode 4
(empat) tahun.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh utara dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah unsur perencana penyerenggaraan
pemerintah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan,
mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.

5. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun.



-6-

Pasal 2

RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 memuat tujuan,
sasaran , arah kebijakan, program prioritas, keuangan daerah dan
program perangkat daerah.

Pasal 3

Sistematika RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB

BAB
BAB

I

II
III
IV

VI
VII

Pendahuluan
Gambaran Umum
Gambaran Keuangan Daerah
Permasalahan dan Isu Strategis
Tujuan dan Sasaran
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah
Kine{a Penyelenggaran Pemerintah Daerah
Penutup

VIII
x

Pasal 4

RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi :

a. Penjabat Bupati Aceh Utara untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan Tahun 2023 -2026 ;

b. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penyusunan RKPD
Tahun 2023, Tiltun2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026;

c. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2023-2026; dan

d. Seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Utara
dalam menyelenggarakan pembangunan Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2023-2026.

Pasal 6

(1) Penjabat Bupati Aceh Utara melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap perencanaan pembangunan.

(2) Pengendalian dan eva-luasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
b. pelaksanaan pembangunan daerah.
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Pasal 7

(1) Perubahan RPD Kabupaten Aceh utara Tahun 2023-2026
dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan
kondisi yang sebenarnya;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
kesenjangan yang signi{ikan antara target dan pencapaian
kinerja sampai tahun berjalan;

c. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
d. terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar

biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih
tinggi.

(21 Perubahan RPD Kabupaten Aceh utara Tahun 2023-2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat
dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan.

(3) Perubahan RPD Kabupaten Aceh utara Tahun 202z-2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
penyusunan perubahan Renstra perangkat Daerah dan
pedoman RKPD.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oran g men getah u i nya memeri ntahkan pen gundan gan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Utara.

Diteta di Lhoksukon
28 Maret 2022 M

Syaban 1443 H

I-I UT

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 28 Maret 202? M

25 Svaban 1443 H

DAERAH
E}I UTARA

LBAR

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022 NOMOR I3

o*#

UPA


